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BAB III 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Setelah dilakukan analisis dari hasil penelitian mengenai Pemenuhan 
Hak Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi (Studi 
Kasus Hartati Murdaya), penulis dapat mengambil kesimpulan. Bahwa dasar 
pertimbangan dalam pemberian pembebasan bersyarat terhadap Hartati 
Murdaya selaku Narapidana tindak pidana korupsi yaitu karena ia telah 
menjalani 2/3 masa pidananya dan telah membayarkan pidana denda yang 
dikenakan. Selain itu juga karena faktor usia dan kesehatan dari Hartati 
Murdaya yang menjadi pertimbangan diberikannya pembebasan bersyarat. 
Bahwa pelaksanaan pembebasan bersyarat yang dilakukan oleh 
Kementerian Hukum dan HAM terhadap Hartati Murdaya tidak sesuai 
dengan syarat yang telah diatur dalam Pasal 43A ayat (1) Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012. Dimana Hartati 
Murdaya tidak memenuhi syarat sebagai narapidana yang bekerja sama 
dengan penegak hukum (Justice Collaborator). Oleh karena itu  menuai pro-
kontra dalam masyarakat dan menilai pemberian pembebasan bersyarat 
terhadap Hartati Maurdaya cact hukum. Selain itu adanya salah komunikasi 
yang terjadi antara Kementerian Hukum dan HAM dalam hal meminta 
rekomendasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dapat 
memberikan pembebasan bersyarat terhadap Hartati Murdaya. 
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B. Saran 
Atas dasar hasil penelitian mengenai Pemenuhan Hak Pembebasan 
Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Hartati 
Murdaya), maka penulis perlu memberikan saran-saran sebagai berikut: 
a. Bahwa perlu adanya suatu sinkronisasi dan penafsiran peraturan 
perundang-undangan yang sejalan antara Menteri Hukum dan HAM 
dengan instansi terkait dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi.  
b. Diharapkan Menteri Hukum dan HAM dapat lebih selektif lagi dalam 
memberikan pembebasan bersyarat terhadap seorang Narapidana dengan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
c. Kepada pembentuk peraturan perundang-undang untuk mengkaji ulang 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang 
perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang 
Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan 
agar dapat memberikan kepastian hukum. 
d. Bagi masyarakat diharapkan dapat secara aktif memberikan masukan 
mengenai pengaturan persyaratan pembebasan bersyarat dan turut aktif 
berperan dalam pengawasan  apabila terdapat pelaksanaan peraturan yang 
tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur. 
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